PROFIL BIRO ORGANISASI
A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN 
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
B. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut 
(1) Tugas Pokok 

Biro Organisasi mempunyai tugas  merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi dan penataan kelembagaan,ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja dengan uraian sebagai berikut :
a. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penataan kelembagaan provinsi Kalimantan selatan;

b. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi kelembagaan kabupaten/kota;

c. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan public;

d. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja organisasi

e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;

f. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawiaan daerah;

g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya

C. VISI dan MISI

Visi 

Sebagai kelanjutan program-program sebelumnya, maka visi Biro Organisasi 2016-2021 sebagai salah satu SKPD yang Mengemban Visi Pembangunan Sesuai RPJM adalah :
“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”.
Misi

Untuk mewujudkan visi organisasi sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dituangkan dalam misi Organisasi sesuai RPJMD sebagai berikut:
“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Biro Organisasi sebagai unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Susunan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana pada Peraturan Daerah sebagai berikut :

(1)    Biro Organisasi terdiri dari : 

a.  
Bagian Kelembagaan ;

b. 
Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik ;

c.  
Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja  ; 
(2)   
Bagian Kelembagaan terdiri dari : 

a.
Sub Bagian Analisis Jabatan ;

b.  
Sub Bagian Formasi Jabatan;dan

c.
Sub Bagian Fasilitasi dan Penataan Kelembagaan.

(3)   Bagian Ketatalaksaan dan Pelayanan Publik terdiri dari :

a.
Sub Bagian Ketatalaksanaan ;

b. 
Sub Bagian Pelayanan Publik;dan

c.  
Sub Bagian Tata Usaha Biro.

(4)    Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari :

a.
Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur ;

b. 
Sub Bagian Pengukuran Kinerja;dan

c.
Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.


E. BAGIAN 
Biro Organisasi sebagai unsur staf pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Susunan Organisasi Biro Organisasi sebagaimana pada Peraturan Daerah sebagai berikut :

(1)    Biro Organisasi terdiri dari : 

a.  
Bagian Kelembagaan ;

b. 
Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik ;

c.  
Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja  ; 
(2)   
Bagian Kelembagaan terdiri dari : 

a.
Sub Bagian Analisis Jabatan ;

b.  
Sub Bagian Formasi Jabatan;dan

c.
Sub Bagian Fasilitasi dan Penataan Kelembagaan.

(3)   Bagian Ketatalaksaan dan Pelayanan Publik terdiri dari :

a.
Sub Bagian Ketatalaksanaan ;

b. 
Sub Bagian Pelayanan Publik;dan

c.  
Sub Bagian Tata Usaha Biro.

(4)    Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari :

a.
Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur ;

b. 
Sub Bagian Pengukuran Kinerja;dan

c.
Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
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